
BUPATI WONOSOBO

\-

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 19 TAHUN 2AL2

TENTANG

SISTEM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT.SETJONEGORO

KABUPATEN WONOSOBO
YANG MENERAPAKAN POI,,A PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD} SECARA PENUH

Menimbang a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintah Kabupaten dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro
telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonosobo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT.Setjonegoro
Kabupaten Wonosobo;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2AO4 hntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2CIO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

b.

tentang
Dalam



lEF9-lr 4.
pemerintal,ian Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 1-25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagairnana

telah diubah bebarapa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor L2 Tahun 2oo8 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tasrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2ao4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a578);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Ped.oman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2AO7

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 10

Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perattrran Bupati Nomor L2 Tahun 2AO9 tentang

Pedoman T\rgas, Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas

Jabatan pada Rumah sakit Umum Daerah KRT'

Setjonegoro KabuPaten Wonosobo;

"l

5.

7.

8.

10.

11.

12.
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TEI'ITANG SISTEM REMI.'NERASI

RUMAH SAKTT I UMUM DAERA"FI KRT.SETJONEqORO
KABUPATEN WONOSOBO YANG MENERAPKAN POLA

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH (BLUD} SECARA PENUH .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo'

Z. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah"

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten wonosobo.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo'

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten wonosobo;

T - Rumah Sakit adalah RSUD KRT. Setjonegoro merupakan Rumah Sakit Umum

Daerah berkedudukan di Kabupaten Wonosobo Provirrsi Jawa Tengah milik
pemerintah Kabupaten Wonosobo yang melaksanakan Pola Pengelolaan

Keuangan Bad.an Layanan Umum Daerah {PPK-BLUD)'
g. pembina Teknis Rumah Sakit KRT. Setjonegoro adalah Pembina Teknis yang

melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan dan bersifat koordinatif

serta terpadu terhadap penyelenggaraan PPK BLUD dan manajemen RUmah

Sakit KRT. Setjonegoro agar dapat mendukung visi Rumah Sakit untuk

menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro rnenjadi Rumah

Sakit yang profesional dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten

Wonosobo dapat terwujud. Pembina Teknis Rumah Sakit Umum Daerah KRT-

Setjonegoro terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Wonosobo,
ppKD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

serta terpadu dengan Instansi /Unit Kerja terkait'
g. Dewan pengawas Rumah Sakit adalah organ BLUD RSUD KRT. Setjonegoro

Wonosobo yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

kinerja BLUD dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada

Kepala Daerah.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat

oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan

bukan angggota dewan Pengawas.
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Wonosobo.
12. Direktur adalah Direktur pada RSUD KRT. Setjonegoro wonosobo.

13. Direksi adalah Direlrtur, dan Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada RSUD

KRT. Setjonegoro-
14. pejabat -Struitural adalah Pejabat Struktural pada eselon III dan VI di

Lingkungan RSUD KRT. Setjonegoro'

15. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umtlm,

dokter gigi, dokter glgl spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter

-



Setjonegoro, kecuali dolrter tamrr.
16. Dokter Tamu adalah dokter yaag bukan karyawan RSUD KRT. Setjonggoro,

tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di lingkungan RSUD
KRT. Setjonegoro.

17. Pegawai RSUD KRT. Setjonegoro adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang
terdiri dari Pegawai PPK BLUD RSUD KRT. Setjonegoro dan Pegawai Non PPK
BLUD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

L8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.

19. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan kar5rawan
yang diberlakukan di lingkungan RSUD KRT. Setjonegoro.

2O. Pos Remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa tidak langsung
sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.

21. Biaya Operasional Rumah Sakit adalah biaya yang bersumber dari
Penerimaan Fungsional Rumah Sakit.

22. Gdi adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri
Sipil dan yang bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit diperuntukkan
bagi karyawan Non PNS.

23.Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada seluruh Pegawai RSUD
KRT. Setjonegoro yang dananya bersumber dari jasa pelayanan Llmlrm, jasa
pelayanan jamkesmas, jasa pelayanan askes dan farmasi, serta sumber
pendapatan sah lainnya, insentif terbagi dua yaitu insentif langsung dan
insentif tidak langsung.

24. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional
rumah sakit, diberikan atas pekerjaan tertentu, adapun besaran honararium
herdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

25. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan
yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya
operasional Rumah Sakit.

26. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga
dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan/kebidanan, tenaga
administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

2T.Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari
pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi sopir ambulans dan
pelaksana kamar jenaz.at'.

28. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari
pelayanan kefarmasian yang merupakan bagran dari jasa pelayanan
kefarmasian.

29. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

SO.Instansi Pemerintah adalah setiap Kantor atau Satuan Kerja yang
berkedudukan sebagai Pengguna I F,arang atau Kuasa Pengguna Anggaran /
Barang.

31. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan
dan atau rehabilitasi medis.



lainnya tanpa dirawat inap.'t
33. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obsdrvasi,

prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan. atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
(Prcul Nrculrcu/ RUANG PERAWATAN).

34. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

35. Pelayanan. Ambulans (ambulanre seruice) adalah pelayanan transportasi
terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau
pelaSranan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke
rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD
KRT Setjonegoro Wonosobo ke rumah sakit lain atau sebaliknya.

36. Tindakan medis adalah manuver I perasat / tindakan berupa pembedahan atau
non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.

37. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan prosedur keperawatan {bersifat
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan mengurangi
ketidaknyamanan akibat respon sakit), observasi/monitodrg, pendidikan dan
konseling kesehatan.

38. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang
berkaitan dengan kepentingan hukum.

39. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan
diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi
anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik,
endoskopi, dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

4O. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk
penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan
pelayanan lainnya terhadap jenaz.ah.

41. Tarif pelayanan rumah sakit adalah pembayaran atas pelayanan di RSUD
KRT Setjonegoro Wonosobo yang merupakan sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaran kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat
atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

42. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD KRT Setjonegoro
Wonosobo atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, yang digunakan
langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, dan rehabilitasi.

43. Pejabat BLUD adalah terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD
dan pejabat teknis BLUD.

44. Staf non Reuenue Center adalah tenaga yang bekerja di Rumah Sakit secara
langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa dalam menjalankan
fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah
lainnya.

45. Case Manager atau Dokter Ruangan adalah dokter yang bertanggungiawab
atas kondisi pasien di ruang rawat inap selama masa perawatannya dan wqiib
melakukan pema"ntauan kondisi pasien, mengatasi keluhan pasien serta

I



dengan basis akrual pada periode tertentu.
48. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau

perusahaan kepada kar5rawan, yang dapat bersifat finansial maupun non
finansial, pada periode yang tetap.

Pasal 2

1. Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi
pegawai Rumah Sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan
Anggaran Rumah Sakit.

2. Setiap Pegawai menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan
kontribusi ke pos remunerasi yang besaran prosentasenya ditentukan dalam
sistem remunerasi.

BAB II

AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Fasal 3

Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :

a- Azas Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola
dan besaran pendapatan Rumah Sakit;

b. Azas Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
c. Azas Kepatutan yang melihat kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan

upah kepada karyawan.

Pasal 4

(U Organisasi Rumah Sakit berkewqjiban menyediakan alokasi dana untuk
remunerasi karyawan rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran
rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA);

tzl Setiap dan atau kelompok kar5rawan yang menghasilkan jasa
pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke POS Remunerasi yang
besaran persentasenya ditentukan berdasarkan SK Direktur dalam sistem
remunerasi;

(3) Setiap karyawan yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau
reuenue oenter berkewajiban untuk men)rusun Strategic Aetian Plan yang
dilengkapi dengan indikator, target / standar dan sistem akuntabilitas;

(4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau reuenue center,
sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (3) diatas adalah :

a. Instalasi Gawat Darurat;
b. Instalasi Rawat Jalan;



d. Instalasi,reh5ranad Intensii|
e. Instalasi Bedah Sentral; I
f. Instalasi Farmasi;
g. Instalasi Radiotrogi;
h. Instalasi Gizi;
i. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
j. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah;
k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
1. InstalasiHaemodialisa;
m. Ambulance;
n. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

(5) Setiap kaqrawan yang memangku jabatan struktural dan jabatan
fungsional atau pada cost center atau pada pusat pengeluaran
berkewajiban men5rusun rencana aksi strategis atau Strategic Action Plan
yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas;

(6) Karyawan yang dimaksud pada ayat (5) diatas adalah :

a. Direktur;
b. Ketua Komite Medik;
c. Ketua Komite Keperawatan;\-' d. Ketua Sub Komite;
e. Ketua Satuan Fungsional;
f. Satuan Pengawas Internal;
g. Kepala Bagian atau Kepala Bidang;
h. Kepala Instalasi;
i. Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi;
j. Kepala Ruangan dan Koordinator-koordinator.

t7l Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi berkewajiban memberikan
pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif.

(8) Setiap karyawan rumah sakit berhak mendapat remunerasi, kecuali atas
dasar pertimbangan tertentu.

(9) Setiap karyawan berhak mendapatkan Baji, insentif atau merit,
berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarannya

* diatur dalam sistem remunerasi.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 5

{1} Sistem Remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi gqii, insentif,
merit atau bonus dan tunjangan.

{21 Gaji adalah upah dasar bagi seluruh karyawan.

(3) Insentif adalah tambahan pendapatan bagi karyawan yang besarannya bisa
berubah-ubah sesuai dengan kinerja kar5rawan yang hersangkutan dan
alokasi dana remunerasi sesuai dengan pendapatan Rumah Sakit.

t4) Merit atau bonus adalah pendapatan tambahan karyawan yang ditentukan
berdasarkan sisa hasil usaha rumah sakit.
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F BAB TV

SUMBER DANA GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 6

G4ii pegawai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah bersumber pada
Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dan Operasional rumah sakit.
Sumber dana sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat {1), dari
pemerintah adalah untuk pegawai RSUD KRT. Setjonegroro yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan biaya operasional rumah sakit
untuk pegawai PPK BLUD non Pegawai Negeri Sipil.

(3) Insentif pegawai Rumah Sakit bersumber pada komponen jasa pelayanan
dan atau keuntungan usaha-usaha lain rumah sakit.
Merit/bonus bersumber kepada keuntungan rumah sakit dan atau biaya
operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan.
T\rnjangan bersumber kepada pemerintah dan atau biaya operasional
rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7

Seluruh pegawai rrrmah sakit berhak menerima gaji yang diatur dalam
ketentuan sistem remunerasi rumah sakit sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran gaji untuk pegawai rumah sakit non pegawai negeri sipil
disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit
yang berdasar kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

{3} Gaji Direksi yang merupakan pejabat struktural eselon III yang terdiri dari
Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan pejabat struktural eselon IV Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi, serta honor Dewan Pengawas yang terdiri dari
Ketua, Sekretaris dan Anggota, besarannya ditentukan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2OO6.

Pasal 8

Pembina Teknis, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris
Dewan Pengawas, dan Pegawai PPK BLUD Non PNS dapat diberikan
remunerasi sesuai dengan tugas, kewenangan, tanggung jawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan imbalan
kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus
atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium
yang bersumber dari belanja operasional Rumah Sakit.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD-SKPD
ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh
pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.

tu

(21

(4)

ts)

{U

tu

(2t

(3)

(4)
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berdasarkan:
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a. Gaji pokok maksimal 5 kahlgaji pokok Pegawai Negeri Sipil Tertinggi.
b. Ukuran {siz.e) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan

serta produktivitas"
c. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis.
d. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan.
e. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan

mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayan€ul, mutu
dan manfaat bagi masyarakat.

f. Sumber remunerasi berasal dari Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit.
(21 Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak

sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 1O

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
a. Honorariurn ketua dewan pengawas paiing banyak sebesar 4Oo/o (empat puluh

persen) dari gaji/pendapatan pemimpin BLUD.
b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 35a/o (tiga puluh

lima persen) dari gajilpendapatan pemimpin BLUD. dan
c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak t1o/o (lima belas

persen) dafi gaJilpendapatan pemimpin BLUD.

Pasal 1 1

(U Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 7 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator
penilaian:
a. Gaji pokok (basic index);
b. Kualifikasil capacitg inder,
c. Resiko kerja {risk index);
d. Tingkat kegawatdaruratan (emergencg inde$;
e. Jabatan yang disandang (position ind"exl; dan
f. Hasil/capaian kineda (performance inde$;
g. Ditambah dengan perhitungan masa kerja karyawan di RS;
h. Dan faktor pengurang poin karyawan.

(21 Bagi pejabat pengelola BLUD dan pegawai RSUD KRT. Setjonegoro yang
berstatus PNS, gqii pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-
undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan
penghasilan sesuai remunerasi sebagaimana Pasal 7 ayat (41.

Pasal tz t,
V (U Remunerasi Pembina Teknis BLUD RSUD KRT. Setjonegoro adalah berupa

Insentif dengan prosentase L,5%o dari total jasa layanan.
{21 Distriusi insentif Pembina Teknis ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar SAYo;

b. Vfakil Ketua l4o/o;

c. Anggota 560/o yang diperuntukkan untuk lima {5) orang anggota.
(3) Nilai Remunerasi untuk Pembina Teknis sebagaimana ayat (1) adalah nilai

sebelum pajak.
(4) Remunerasi Pembina Teknis bersumber dari remunerasi RSUD KRT.

Setjonegoro.
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yang diberhentikan senreRtsra elari jabatatrnya memperoleh penghasilan
sebJsar 50% (lima puluh pdrsen) a*i remunerasi/ honorarium bulan
terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan
ditetapkannya kepuiusan de{initif tenian g j abatan yang bersangkutan;
Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (L), memperoleh penghasilan
sebesar 50% (tima puiuh persen) dari remunerasi buian terakhir cli B|UD
sejak tanggal Ciherhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat
keputusan pangkat terakhir.

Pasal 1"4

(U Karyawan rrmah sakit yang memegang jabat4n struktural dan tungsional
ticrirak nretrdapat tunjangaii sesuai derrgatr sisteirr i'eiiruiierasi 5r-arrg riia'rur
daiam ketentuan sistem remunerasi;

tzl T\rnjangan fungsional bagi kar:vawan PNS bersumber dari anggaran
pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaleu;

(3) T\rnjangan struktural berasal dari pemerintah sesuai peraturan
I - -,1----1-t---perlrrluailBarr yalr8 uerral(Lr;

(4) T\rnjangan yang diberikan kepada Ketua Kcmite Medik, Ketua Kcmite
Keperawatan, Ketua dan Anggota SPI, Ketua Pat'ritia dilingkungan Komite
Medik, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dan Koordinator akan diberikan
dalam bentuk insentif dan dimasukkan dalam komponen sistem
rer*urierasi pada pasiiion irtdex-

BAB III

KOMPONEN DAN PROFORSI JASA PELAYANAN

Pasal 15

(U Jasa pelayanan yang tercantum dalam terif rumah sakit merupakan jasa
pelayanan/jasa operator/jasa iainnya.

,/.rr r^--^ T'r^1-- +---li...! .J^*::^^^ *^l:^ .'^-.^ t.^*.-*^..,--+^* :^^^ t-^f^-*^^:^-
\zl Jiasia rEriaJiarria.ri Lcl(rr.lr Lr.i:lLr Jia"sia rllctlrD, Jialia $El-lEIiLu,'ial.ili.L, Jil-$il- il,cl.ir.lllr.ir-slia.lr

jasa profesi non keperaw. atan dan jasa peiaksana teknis rumah sakit.
(3) Jasa Pelavanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
t4) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa profesi

non keperawatan dan jasa pelaksana tenaga teknis yang tercantum
didalarri tarif RS, dise'ourt se'oagai iriserrtii setelair diaiur' Cistr=ibusiiiya
rialam ciafem -a-rrnarociUgaurrr grsGvri^ 4 V.rrullv^ *v..

(5) Jasa medis atau jasa dokter adalah pendapatan inclividu yang dihasilkan
akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang
tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersilat individu,

t! --r! ,l i r -t- - -----:-1:-- -t-l-r--- ---l--..---.:-t:-. l--.----l--- -l-l-r--rlreilpu-Lt Lioi(ter uiiiliili unll spesiaiis, ooKter suDspesiails, Korls-uieri, riuKtei'
-i-i An'.tar aiai otmoialic Aon Anirtar. fayy-tlr
brb., uvrlL vrvvrq^rv, sur. uvrru

t6) Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat
pelayaaan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayaaan rumah
sakit yang tercantum dalam komponen tarif nrmah sakit. Meliputi
------r .---.-::=-I -f-- .-perrclapatan perawat uriiurri, pera-wat derrgan pelatihan khusus, peras'at

-rt
l

l



ff, J€€a }.efatEmsrarr e{laI*h f}rrrrdepata$ EeroBpsE 'etrErEsl'

akibat pelayan^*a kefarrnasianryang merupakan "bagian dari jasa pelay.anan
rumah sakit yang iercarrtum dalam komponen tarif penjualan obat dan
bahan habis pakai Rumah $akit, bersifa.t kelompok. Meliputi Apoteker,
Asisten Apoteker daa pelaksana fhrmasi.

i8) Jasa profesi rlon kcpd;raw-atarl adalah pe:rclapa-tan kelr:r:rpak ya&g
dihaeiikan e.i.ibat pelayanan non keper&'*-s.tan yang m.erupakan bagian dari
jasa pela_l'arua rumatr sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah
*akit. Meliputi jasa penata rontgent, analis laboratorium, fisioterapis,
psikolog, pen*ta gtzi.

,n\ f--.- ---l-7^-.---- 4 t .:. t-1-l- .--.-l Ll-.--.--l- -l:1---.:tt----i9i .rasa peiali.sa*a- icifitr$ ilriaiail IJUriLiel$lali'rr i<-fioriii-,i,ii yariE iiltia$iiKaii
akiba.t dari peleyanan tsrtags, prela-ks.:.na tr:knis rrorl dokter d*n nsn
ke'perawatan yang merupakan bagian dan jaea pela3ranan rurnah sakit dan
tcrcaatura datana komponen tarif rumah sakit. fr(eliputi perekarn medis,
pemlrla,sar&an jennza"L'r, sopir annbtrlan*, tenaga el*ktromectik, tenaga
t ----1 --, ^l- ---l--. 1'-. 1 -.---
i21 uI r(i ry ElArr llcrli' t: i rL:- Ltir t ril l8,i{ t I ti Bar i .

il0i Jesa Ma**.jemer: aeiaiah ja*a ya€g ti;rrbui skibat adarr5,-a pla3.ar:.an
adrni.nistratif 1bia3"a admi*istrasil ,rlang seianjutnSra akan diatur daiam
Feratura* Bupati s*bagai penjelasa-n tentang pclaksaaaan Fexia "farif
I{omor I ?ahtrn ?0{}q-

Pasal 16

t.ll .Pr+porsi .,Iasa pelayaaan tlalam komponen tarii rr;mah sakit herdasarkan
I a - -1- , --- ! ,- - -:t -. r
i{.ct$ rttuiul sEl-ltlH.ill {-ri-:r't}1u i. -

Jika komponen Jasa Peial,,anan tidak tiipiiair-piiah sesuei <iengan jenis
profesiuv* at;7; jika k*mfrfineft tarif hanya $Ierrc&ntumkan J*sa sftr&rrs
praserana da* jasa peL*yanan, raaka :

a. ProJxrrsi ja.sa Pe.meri.ksaa-n dolrt-er dan pera-waf rtri Poliktinik :

Fr+I-r,.-rt'si it'.-sr:rrtir'r-ir:i<-isr= rii l"iuiikiiirik irriaiiiii 80% dar'i tuiai .liisit Dukie;'
E*Iilii-ifo, zOa/A adalah jasa pel*.yanan kekrmpok k;epera',yeta.rl poiik'tinik.a vltauit l,

b. Ft'*po'rsi jasri, findakan dokter da;r pera*-at di p*iiiciinik :

Fr*pami jasa dokter pada Sndakan medis rJi p*li!.Jieik adalah tuS.o/o da.ri
tat*} jas* tinda-kan r'l,nkter, 40% ar{slah jasa pela;ranan kelompok
1{ilif{:f;l'**;l tu t: rj-i rN;iii"iirrjk.
*"!Jr.1tu\r€i iaaq 1f!r.if - r:l.rlatpr t.-rin ri i'-]rr.7on t\prnsrofan 'v. i rulr'vasi uuEq -r.vir.v uurtLv, }/<@ rq*rbr.ffr r'-rBrr(+!r#r r

ai Frop*r*i ja"** riokter p*da vieite rtia,*lgfi"rr r>er*watan :reeqiadi hak
rrp+nuhnya ciokter ya$g merawal se*uai yarrs tercar:tum daiarn
taritl

t I nll -t-!: ' 1: t----l- l---- - :- - -l: --'-.:r- -l-t- !-I-i1.:l rtirar c{;fi-tr.:r sufiair}ttE}i {}ijrlraiiiIllr-rii:. uii$ictt (_ii vtt;ILi: urf,Ii ijrjl{iiiI- l.JIrtLiIi;.

dengan besaran fa-rif ?.5 Y,, d*ri ritkte.r" *pesialis, rlan mt*.n-ia-di hak
,--1- - -7-1 L-.--si;i-;cI lu rlT:_ve L:s-!K. l.i :i ;

,'i fr-mmrci iaco rrisi+a rl,rlr+r"r. rrrcvrocyl h.rrri n-+qien ,.-I+rnrr-an !rr"h rhqrr

dikitung I x visite, rie*gan besaran *rrif 75 sri, etari 3asa g:eia3.a:raa

tisktr:r spe*ialis, dan ;*enjadi hak $epcnuhnya dr-rkter"



FF- bersalin:
Proporsi jasa tindakan lrnedis pada ruang trreraxratan dan kemar
bersalin adalah proporsi jasa dokter sebesar 60o/a dari total jasa
tindakan medis dan 40a/a ada-lah untuk jasa tindakan kelompok
perawat I bidan-

- 6 -: !- ---!1---- - -t:-------Ll1- -l-1-r--- l--- --- --C. rr()pul'rir Jasfi. IJellrel-uE$iia{.il UIA$IIU$LII( aIlLaI'aL u0l(Lf [- Ui:tlr IJeraWai.L :

Prnrrnrc.i ioea rinirfer rlalatr r..a,trr'rilre,aotr rliaernnqtilr arlolo'n 9OQ/^ rlarir 
^vlr'v^sr Jqvq vvaevr uHw.. 

^.rywra 
tr uuwql vvrv uq^r

ja*a dokter, 2*%t adalah ja.sa keperawatan dan tenaga setara.
f. Proporsi jasa pelayanan di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai

berikrlt :

' " tllk Per:reriksa-arl Fisik maka proparsi jasa p*layat:an adaiahaj urr
Q.flozl iacq ,:l^L+o- Aan Ofto.t^ ioco Lclnrntrrrlr nrrrarrrat i hirl.:n-vv rv JBVs uvltLvr st5^ av

b) Untrrk Tindakan Medis maka proporsi jasa pela3ranan adeiah 6;0ais

jasa dokter dar: 4Uo/ojasa kelompok perau.at/bidan;
c) Bila rlokter tidak krerada <li nrma.L sakit maka propor*i elokter

,t!-,-,_t-t_, -- t-_ -- _ritseraiiKari Kf po$ gri11i11i1et'g{sl"

G -iaoq firuroai,/Dpmlnriahanb.
a! Proprri Jasa dokfer operator adalah se$uai jasa petrayanan yang

tercantuna d.alam Perda Tarip, dokter anestesi 50% dari jasa
lay,anan operat-or, perawat treclah/asisten operator z}%;a dari jasa
I - -,:-r--- --.: ^A^/ -1 ---: :--- 1--------- -l ,l-)--iayanaii oper'atoi', a$istcri ailesiesi z(iy'o dai=i Jasa ialiailrifl tlsri<lur
speretor:

tli Pada kasus tindakan peiimpahan keqrenangan dari dokter kepad.a
a€istennya, prl)par$i jasa pelayanan adalah untuk dokter operator
7Uo1a dari jasa layanan opera-tor, asisten otrrcrator 30o/o rtan jasa
1,-------- :--- 1--------- -l-t-r--- -----.r--: firy r^, -1 --,: :iayzrllrlli (ipcl.aE+r, jSsa iet]/-at];-l:1 Li0lii*!- ailtrs-resi -i'f,D"1e (iari jzisa
i-qv+n.+n r-a-rire!..qtr-'-r. serl.+nc-.'lr.qn i.qs-.r l.qtr:ln.qn n*isien -qnes$esi 1SVo

riari jasa la3renan operator.
h. Proporei iasa Asuhan Keperawatan.

.Iasa pela3ranall yang muncul akihat tinclakan asrrhan kepr-rawatan cli
i=iI-aiig rzr--!'o'iit ina-i;, proporsi jertra peiayatraii risiiliait kr:pera-watrit:
uiolqh epnAnrrhn.ra m--iqrii Ltai, .{.:ri 'Lel^m-rrl,. i1prcauaf4s.@rr lJlu r"vrrJss..,"grr q4r^.rvrv J./v.krruL.

{2} Proparrri kiaSratran Penu*jar:g to{edik :

a. Jasa pelayanan Fada instalasi Radiologi :

a) Frnnorsi jasa pelaSranan parla trnctakan radiologi non ()T Scan
--1 -l-1- -,,-r--1- -t-t-r- -:-l:- ----ll-a--l ryrffl irfi, --1 t-l- :-3-{tntali rlllti-ri:i fioidEsr spesraiis lt](-l.l{-:I(}81 t c"lq, la}"ft\ 5..Iir_iarn Ja-tEJ
nalo-r+non lzel^-mL mra*.: rqr{inlnai,
lrv.uJ rr.+ar arv.v.^rlJvr\ lJv.!Bt* r qurvlvbr,

bi Proptrsi j*s*r pelaya**.rr pada tindak*.* eT Scan adalah urrtuk
dckter sepsialis radioiogi 65-q4, 30% untuk jasa pelayanan
ketlomrrok penata ra-di*togj s*r*an6kan jaso nelayanan untt:k rlokfer
:Jetigirim.i p'cr- ijiik s*l;esar' 5:b ;

r.l frrnrnrci i,:eo ia.,on-:n nqria +inrlalrotr r.:rlinln,ri fllTa-l riirrrana Anigtr"*v-t 
^ 

I\rlJV.i& Jtae aeJqrr4r ruus cr^ruqlas! v,J v w..ur^4 sv.flvr

spes*aii* radi*lagi tidak e* sifrt rnak& pernbagi*na-rra adalah 35%
drntrJk dskter +peuialis radic'ltgi, 35Yo untuk dokter
itexgi.rimpp*n"rjrrk ya*g merafig*ni pasien, elan 3(F-/o rrn*rk .!as*
Fe I#,yan ar : k* i crrr:gx-;k p * r:.r;.trr r"ad l*I * gi.
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c.

a) Proporsi jasa pelay-anarl dokter spesialis Patoiogi Klinik adalah 55o/o

dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif RS,4O94 a'dalah
jasa pelayanan kelompok snalis laboratorium klinik dan 5% adalah
jasa pelayanan untuk dokter pengirim/perujuk;

b) Dalam hal belum tersedia dokter spesialis Patologi Klinik maka
proporsi jasa peiayanan untuk dokter spesialis PK dibag-i menjadi
Olo/^ Aqa D(o/^ Ail'p-l-tolilan Lanarla Lelnmnalr analie lalnratnrirrm
-v /u u@r 4v lu stllr.rv4ur4r 

^Lvlr'4us 
Lqpvt sLvr rsrrr

klinik.
Jasa PelaSranan Pada Rehabilitasi Medik :

a) Ditetapkan 1 paket kunjungan pasien adalah 4 kafi tindakan
fi sioterapi terrrrasuk terapi wicara;

b) Pe.da tindekan pertama proporsi pembagian jasa laSanan adalah
TOVI untuk dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, 2U/" untuk
kelompok fisioterapis, dan 10% untuk dokter pengirim/perujuk
pasien;

c) Pada tindakan kedua sampai dengan kermpat proporsi pernbrrgrar:
iaca la.ranan arlalah Qfio/^ rrrrtrrL Anlt+e* cnr"qi lic lleherhilifaci MerliLjqEE iEJrtEia Eu@iI vv av rilEA uv6lva vyvu.sr urssr rrrvur^L,

dan TOoA untuk kelompok {isioterapis;
d) Dalam hal belum tersedia dokter spesialis Rehabilitasi Medik, maka

dari proporsi jasa pelayanan dolef.er Rehabilitasi Me"rIik .5{Jolo

dii:er'ikan keparla Kepaia iiisiELiasi Reliabiiitarl*i idedik, 5O%
r{iLamlraliLon ep}roaoi ioco ficin}nrani.. rlan lzonrarrrr:rr lcrirtrr.ro nr:rl,:usrv.^rv4^.r\4r uvvqbsr J4sq ^rvrv!v.srrv

kelorn*pok tersebut.
Jasa Pelayanan Farmasi :

Propor*i untuk dokter penulis resep adalah 45% dari total jasa
peltr3'a*aii farrnasi, 55?6 arlalah jasa i:eia3,'-a.iran keiot:rpruk farnra.si yalg
tarvliri A.:ri qmtplzar aoiofpn q*rniplrr.r c+rrto lrr.InrnrtnL lr+t-rq.r,'a- r'l;r qrvLvAv^, 4vruuvrr *rv*v.rv.

iingkungan instalasi farrtasi.
Jasa Pelayanan Gizi :

al koporsi jasa pelayanarr rrnfrrk doleter $pesialis {iizi Ktinik artalah
AAn, tAil -- -r--1, t--1------ -1- -1-1! --:-, -a-.- nA / ----L--l- t--l-------?-'4lJYa, '+rJ-/a UIILUl{. il*i$Iittrl(}t( tl.f !ll 8,,ffi1, tlt,.trl &V"/o LIItLt.tH- l(fJUIIlIltlK
Lo*ratrron mtal:ca-o.tralJurrrr l,vr*fwrrr,

bl Dalam lral kturn tersedia dalrter spesialis Gizi Kliqik. pro^a*rsi jasa
petrayanan ahli gizi adalah 70olo untuk kelompok ahli gizi, 30% adalah
jasa prelayanan kelompok karyawan pelaksana gtrzi.

ias* PeiaSreuizur Forensik :

ql lfh.nmre' ioeq l)elqr-'4nsn T)nLfr"- Srcoiolie Etnraneil arl.-la}l '1(lo/^ A,;t4r 
^vyvaur Jul,u r vruJ41.43 vlJvvrHru

total jasa pelayanan yang tercantum daiam tarif RS, s0%i adalah
jasa palaya:ran tenaga lain pada lingkungan forensik;

b) flalam hal beltrm terseelia flokter SJresialis Forensik maka proporsi
per:rbagie,-n jasa layan:ln ;rdalah 3'5{'/6 r*utrik H*p*-14 In*trrlersi
Fcrensik, de.n 650,6 r-rntr.rk kel*n:pck t+n*ga pernulaearaan j*nasah;

Jasa Pelayanan l:[em*diaiisa :

al Prolrersi jasa pelayanan hemodialisa adalah 38% untuk dokter
hemndialisa, 57Yo unfuk kelompok pe-ralrra-t hernor-tialis*, rJ-rr,tuk

d.

e.

t

C'
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b) Proporsi pembagian qntuk d.okter hemodialisa adalah 2rl3 untuk 
I

dokter penanggungiawab Hemodialisa dan l /g untuk dokter
pelaksana.

Pasal 17

{1) Kelompok Direksi hanya mendapat insentif langsung dan Insentif Tidak
Langsung:

{2} Yang dimaksud dengan kelompok Direksi adalah direktur rumah sakit beserta
pe.iabat struktural eselon III, dan pejabat eselon IV sesr:ai dengan struktur
organisasi dan Tata Kerja RSUD KRT. Setjonegoro.

(3) Insentif direksi 15% dari total jasa pelayanan rumah sakit.
(a! Distribusi insentif direksi adalah sebagai berikut :

a. Besaran insentif Direktur adalah 44o/o dari total insentif direksi"
b. Besaran insentif K-elompck Pejabat Eselon III diba.*,ah Direktur adalah

2ff/a darr total insentif direksi.
c. Besaran insentif Kelompok Pejabat Eselon IV adalah 360/o dari total

insentif direksi.

Pasal 18

Keuntungan usaha lain 50% masuk kedalarn pos remunerasi, 50o/o lainnya
dikembalikan kepada pelaksana kegiatan usaha terseLrr.rt.

BAB IV

DISI'RIBUSI INSEN'Nh-

Pasal 19

(i) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;

{2} Setipp peaghasil jasa diwqiibkan memberikan kontribusi dalam insentif tidak
laugsung;

(31 Insentif lanssr-:ng diberikan keoada individu atau kelomook vans
menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan p:oporsi yeng tetrah ditentukan
dalam sistem remunerasi ini, yait.u sebesar 32,.1a/o proposi jasa;

' {4} Remr-rnerasi sebesar 6V,5o1a didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :
'-'/ a. Insetrtif tidqk langsung sebesar 49,75o/o;

l-r IllrFLar t\u/^.vr guvrru lvrv,

c. Unit FJSN fr,75o1o

d. Pembina Teknis 2olo.

{5} Insenfif tidak langsung diherjkan kepada seluruh karyawan berdasarkan
indexing kecuali pada Direksi, Pengelola BIUD dan Der,r.'an Pengewas;

16l Vano r:limaLortr{ Aar,can'Ttim -fasq Eelorranan narjla atrat A }rrrrrrf n nocol 17 ini
tv, r4.rb eua^swHu svr^tl.4r r^rri vuvu w v l,su4 r.

adatah Penselola Jasa Lavanan.



F* JiI(a perayanan (1r ltumah ftal<r riemenntan menganut perayanan er<seKtrtll (lan
non eksekutif maka diberlakukan sqperti dibawah ini :

a. Insentif Pelalianan Non Eksekutif mempakan pelayanan terhadap pasien
yang datang ke rumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih
petrayanan eksekutif, berlaku untuk semua kelas perawatan. Jasa pelayanan
yang timbul akibat pelayanan non eksekutif mempakan jasa pelayanan non
ekselmtifl

b. Pola pembagian insentif atau jas pelayanan yang timbul akibat pelayanan non
alzcalzrrtif rnpnrrilzrrti nnla rliatrihlrsi incenfif qenerti r-re?"!(r terr.-qnt'rrrrr delar-Virgv^-rqui iiivrrl;lequ iiviq gigLlivUsi ialgvlru^ gvyvlur Jr4rb rr uw4rr

pasal 14.

Pasal 2L

(U Insentif Pelayanan Eksekutif adalah jasa yang timbul akibat dari pelayanan
elrcelnrtif dibeda-t-an dari pasien Non Ekselr'.rtif atas dasar pasien )rangv^.v9.r B u.,

dilayani adalah pasien yang dibawa oleh masing masing dokter atau pasien
yang berobat ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore, pasien yang
dengan sengaja datang ke RSUD KRT. Setjonegoro dan meminta pelayanan
melalui jalur pelayanan eksekutif atau pasien yang membutuhkan layanan
homecare, dengan k*etenfuan sebagai berikut :

a. Dokter berhak mendapat insentif langsung pada poliklinik eksekutif
secara individu sebesar 80% dari proporsi jasa pelayanan, 20o/o sisanya
pembagiannya diatur dengan Keputusan Direktur.

b. Insentif langsung pela3'anan Eksekutif pada rawat inap: Dokter

'"'r-nr{apat insen+.if langsung sebesar 80o/o d.eri proporsi jasa visite, 2096

sisanya pembagiannya diatur dengan Keputusan Direkhr.
c. Insentif langsung tindakan medik pada pelayanan Eksekutif, dokter

berhak mendapat insentif langsung individu sebesar aOVo dari proporsi
jasa pelayanan", Zoa/o sisanya pembagiannya diatur dengan Keputusan
f'\ircLtr r-p rt vr\uqr .

d. Insentif langsung tindakan asuhan keperawatan eksekutif, kelompok
perawat tetap mendapat insentif langsung sebesar 50% dari jasa
tindakan asuhan keperawatan, 50% sisanya pembagiannya diatur
dengan Keputusan Direktur.

IOI fncanfif Palorranan Flar{alr Ellzsolarfif ar{ola}r qelrooei herilrrrt(Ei iiigvrruaa i viqJeiieai svu*ri ,^levrlq I vvvqbur vvrrr\uL .

a. Dokter bedah berhak mendapat insentif langsung pada pelayanan
bedah eksekutif adalah 80% dari proporsi jasa pelayanan dokter
bedah, 2oolo sisanya pembagiannya diatur dengan Keputusan Direktur.

b. Insentif dokter anestesi langsung pada pelayanan bedah eksekutif
adalah 8O% dari proporsi jasa pelayanan dokter anestesi, 2094 sisan5ra
pembagiannya diatur dengan Keputusan Direktur.

c. Insentif kelompok keperawatan bedah pada pelayanan bedah eksekutif
adalah tetap 50a/o,509zo sisanya pembagiannya diatur dengan Keputusan
Direktur"

.l fncpnfif lralnwrnnlr narrafo otreqtesi na/!-q ry1isr-rpn.cfl her!-eh eksekr-.fifUr iiigVriLii .flWi'v-iiiii-\itr irviiqLa AiivsLvsi ir-uq .tr-^q-I Err.ar

adalah tetap 50,a1o,5oo/o sisanya pembagiannya diatur dengan Keputusan
Direktur.
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Pasal 22

{1} Dana dalam sistem remunera$i merupakan kontribusi dari setiap penghasil
jasa yang berada pada reuenue @nter rumah sakit, <lari komponen jasa dan
keuntungan usaha lain dari rumah sakit.

{2i Distribusi berdasarkan scoing yang ditentukan dengan perhitungan
irudexing yang ditetapkan dalam sistem remunerasi.

(3) Kecuali direksi dan Pembina Teknis RSUD KR?. Setjonegoro, seluruh
karyawan dapat menerima insentil tj"dak lang*trng sesuai dengan tresaran
total score individu karyawan yang bersangkutan denga:r rr.lrnl.ts II'ISHNTTF -
rsr.nrs individu : Total Sccre RS) X Total Daua Pos Insentif Tidak Langsung.
lvvva

{4} lnsentif tidak langsung dikaitkan dengirn sistem akuntabilitas kinerja
karyawan.

(5) Jika karyawan mencapai kinerja lOO% sesuai <lengan targetlstanrlarrl maka.

karyawan yang bers*ngkutan: mendapat in*entif 1**% sesuai dengan nilai
tctal irtdex psrere*garl.

{6} Jika karyawan hanya memiliki kinerja 80o/o maka insentif karyawan yang

. bersangkutan adalah 8O% kinerja dikali jumlah nilai indexing pedormance
\- karyawaa yang ber**ngkutan-

Pasat 23

{1} Falsafatr dasar insentif adalah trlotirasi kerja trerdasarkan fee for
performamee darr konstribusi karyawan terhariap penciapatan rurnafu sakit.

{2} Insentif langsung maupun tidak lang-"ung dihaya.rkan pacla bulan
t:erikr:fnya pa.ting lanrt:al pada setiap tengga.l 15, seielalr pr*l*3ranan clalam
bulan berjalan selesai.

{3} Skor individul dihitung oleh tim Ja.sa Felayanarr berdasarkan kriteria yang
ditentukan dalarc pera,ttlran ini,

{4} Besaran norninal inseetif tidak langsr.r*g bagi *etiap kar3,ara'an bisa berbeda-
setiap bulan bergantung kepada besar kecilnl.a p'cndapatan Rurtrah Sekit.

{5} Yang berwesang membayarkan i*senLif adalah Eidang Keuangan rumah
sakit.

{6} Score indivirtu trisa berubah setie6r bu}a-n hergantung keparla perubahan
*a*i* ind.ex, pen:bahan pendidika:r, peruh*}an p**i*il jabaiau, perr-ehaha*
ir'}e:*qi lrr+ri,.r, ms.$a kerja di RS den jumleh ketid.+kh*.dirarr di R*r*eh Sakitruj-+ur

daierfi buian yang sam&;
(7i Inaentif lang*ung hanya berlaku kepada kar5rawan yang menghasilkan jasa

medik;
{S} Ka:3-a**'an hr:kan pr-rng}rasil jrrrr*. medik hanya mer:.dapeit" inse*tif tidak

1-nccr rnrr

Pasal 24

{1} Indexing adalah car& atau pera*gkat untuk rrrenentukan besaran sknr
individr* katyawstt sesrt*i rlengan br:h*n ke{anya;

..,-." r:;:.ry
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b*gi seluruh ka.ryant an ya.rrg standarn;'a diadopsi dari gaji pokok 
I

karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 1.OOO.OOO,-

gaji pokok sama dengan 1 {satu) nilai index dan tidak diberlakukan
pembulatan. Kar5rawan Rumah Sakit {pegawai PPK BLUD non PNS} nilai
gaji pokoknya disetarakan dengan nilai gaji pokoknya sesuai dengan
beearan gaji yang diterimakan.

b. Kuali{ikasi/ Competency index adalah untuk memherikan penghargaan
nilai kualifikasilcapacitg berdasarkan pendidikan karyawan dan
keterampilan yang bersertifikat- dengan ketenhran sebagai berikut:

NO PENDIDIKAN NILAI KUALIFIKASI
1. Sekolah Dasar (SD) 1

-} $ekolah Menengah Pertarna (SMP) 4
Zr

o. Sekoiair ivlerreiigair A'ras (SidA) o

4. Dr lDz 4
5. D3 5

6. D4/sl/ 6
7. Dokter Umuml Dokter Gigi/Apoteker/ Ns 7
B. S2 I
9. PsElx-tessglf-- -Speaiaiis Konsuitani S3

I
io. io

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi
kerja karyawan tidak diakrri dalam sistem ini. klisalnya: seorarlg sarjaaa
keperawatan bekerja sebagai kepala Tata Usaha maka kesarjanaannya
tidak berlaku.
Kursusfpelatihan i:ersertilikat {rninimal 24 jam} sesuai dengan posisi
kerja karyav,'an, diberi pengharg*a* denga:r tambe.ha:r.r nilai 0,2.
Rfsk lnd.e.x adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat
pekerjaannya dalam hal ini adalah risiko terhadap papara$ terjadinya
inl'eksi.
Nilai r*siko terba.gi tnenjadi 4 g:ade yaitu. :

1. Resikc grade I dengan nilai indcx I adalah kemungkinan terjadi resikc
kerja yang bersifat fisik apabila karyawant yErng bersangkutan bekerja
sesuai protap d.an proker ($OP). Yang termasuk didalamnya adalah
Administsasi terma-suk {n*talasi Rekam Mertik dan SIMRS, Instalasi
*rzi, IP*F,$ dan Instalasi Rehabitritasi Medik,

O l}asiLn r,rr.tA* II danro* til.ri !trdr.v r, qr{-rl:-rh'!zennrtnqtlrin:-en tericrlr4. i\vEI^-rV EaqUV ii Uuai5qir iiirw suHur^

resiker kerja yang brrsifat kinriawi apabila karyawan ya$g
bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker {SOP}. Yang termasuk
di<lalamnya ariaLalr lrr-*t*lasi Farmasi dan Instalasi Jorrndry dan
Pen3'ehatan t'ingkungar:

3. Resiko grade III uengan nilai index 3 sdalah kemungkjnan terjad.i

resiko kerja yang bersifat radiasi rralaupun karyawa* ya&g

bersangkutan bekerja sesuai protap darr proker ($OPl. Yang termasuk
didalamnya adala-h lrlstalasi Hadiologi "

C.
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bekerja sesuei protap. YanS termasuk d^alam kategori ini adalah
Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi
Laboratorium, Instalasi Pelayanan Intensif, Instalasi Rawat Inap,
Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Hemo<lialisa, Instalasi Kedokteran
Forensik, dan Pemulasaraan Jelnazah.

Masing-masing perscnal mempunyai pengelompchken / defter dari jenis
pekerjaan sesuai dengan gSadenya.

e. Emergencg index adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus
disegerakan. Terdiri rlari 3 {tiga} grade yaitu grade I den.gan nilai l, grade
II dengan nilai index 2 dan grade III dengan nilai index 3 :

No Tingkat Smergency Index

1 Tingkat Emergency Sedaag :

o Gizi;

' i,uunrjryi CSSD;
r Farmasi, Radiologi dan Laborat
o Rawat Jala$
l Administrasi Kantor non shift:

non shift;

2 Tingkat Emergency Tinggi :

- Farrrot fnan.4c rr.4F,

I IPSRS;
r Farmasi, Laborat, dan Radiologi dgn

maiam;
. Hemodialisa dgn shift;
r Ambulfitce;
. Administrasi Kantor dengan shift.

shift
2

J Tingkat Smergency Saagat Tinggi
- rnd-r rI)Di
c IGD;
. ICU/HCU/NICU;
. Perina/BBRT;
r VK.

3

f. Posifion index
karyawan yang
Ai}rifrrna rlalarrts.r.r es^^b

actalah untuk menilai beban jabatan yang disandarg
bersangkutan, bila terdapat rangkap jabatan maka- )'ang
index adalah jabatan dengan nilai tertinggi :

1\T^It\, I{elompok .Iabatan Index
t lFiAo7- *o-iliLi iolraton /Q+offI lg4l\ rtlvuu4rlr JqvqLqrl,rr vuwr 1

I

2 Kepala Ruangan dan
ditra-wah Ka Instala-si,

Koordinator/ Supervi sor
Anrroofa SPI-----@- 3

3 Kepala Instalasi, Kepala SMF,
Sekretaris Komite, Sekretaris

Ketua Sub Komite,
SPI"

Aa

4 Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatar,
Ketua SPi.

5



I(ArJrawall. ltlrterja (ItEaIEIEaIl (lgngarr srsf,srrr arf,urtEarxrrfEsr rsucrJ*'I,arffi
Eae,najemen ldnerja/ PMS). Nilpr index kinerja adatah dua kali bc,sic iryden

g. Total score indiuidu adalah penjumlahan dari basic index, competencg
index, risk index, emergencV ind,ex, position index dan perforrnance index,
ditambah dengan lama masa. kerja di RSUD KRT. Setjonegoro serta
dikurangi dengan prosentase jumlah hari tidak hadir di Rumah Sakit dan
oo - cci -c o n cei +arh q A q n L.s nt atxr.> n tprcchr r fusr.bv. v4rbv. Lvrr^Bssl,

h. Untuk pegawai dengan status kepegawaiannya masih CPNS, demikian
juga untuk Pegawai Non PNS ( PPK BLUD ) yang masih berstatus sebagai
calon pegwai tetap PpK RLU[), maka dengan" pertimbangax bahwa untuk
menjalankan pekerjaan pokoknya masih rnembutt-r.hkan pendampingan
maka }:ak jasa pela.yanennya diberiken sebesar 9Ao/s dari tctal jasa
pelayanannya untuk kurun waktu enafir bulan sejak TMT di RS,

sedangkan selama ma$a orientasi maka yang bersangkutan tidak akan
mendapatkan pembaglan jasa pelayanan.

i. Untuk PNS dengan goloilgan IItr dan IV akan mendapatk*.n tambahan
sk+r sece.re. beflrrutarl eebeser 3 {tige} dan 5 (lime} poia sebag*i
prngBanti pajak seeuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan atas
pendapatan jasa layanan merreka.

\ j. Total score ind,iuirlu selumh karyawan rlijumlahka.n menjaeli Total Score
Rumah Sakit.

Pasal 25
tsormst trndexing

No Objek Index
1 Basic Index

- Setiap gaji pokok PNS Rp. 1.0O0.00O bernilai 1 index;
- Tenaga Non PNS disesuaikan / disetarakaa dengan nilai

gaji sesuai dengaa besaran gaji yang
l:a---:-_ -a---ulLGl [LLttKi*tl.

2 Kuatiftl,aa*ei/ Capaaitg fndex
a. SD
b. SMP
c. SMAISIUU
A n1 /n.)urtva

e" D3
f. D4lsllNs
g. Doker Umuml Dokter G.ig:./ Apoteker
h. s2
i. Dokter Speaialis
j. Dokter SubspesialislKonsultanlSS
Risk Index
& &ade I
b. Grade II
c. Grade III
d. Grade IV

I
2
'J
L

5
6
7
I
I
10

I
2
3
+

3

i
I

i
i
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Pasal 26

Kar5rawan yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat
pendapatan atau Reuenue Center mauplrn Pejabat pada pusat biaya atau
Cost Center div,,ajibkan menjiusun rencana aksi strategis atau Strategic
Action Ptan fSA{, yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
Fenilaian kinerja para pejabat, sebagaimana yans tercantum dalam poin L

diatas berdasarka-n indikator kinerja, target dan atau standard yang telah
tercantum dalam Strategic Action Plaru. Dan diukur dengan sistem
oLrrnfalrili+oc t inpriaqrr9r. !evur uuu rurv^JB.

Penilaian karyawan yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga
teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang
bersangkrrtan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem
mana.ler::en kinerja {PMS}.

Pasal 27

Merit/Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah
sakit atas dasar prestasi kinerl'a karyawan

b. Crrgde II
c. Grade 1I i

1
3

5 Positian Index
a. Tidak memiliki jabatan/Staff
b. Kepala ruangan/Koordinator dibawah Kepala Iastalasi
c. Kepala 1rrs14[asi, Ketua sub Komite Kepala Satuan

Fungsional dan Sekretaris Komite
d. Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan

I
2

3
4

6 Performance iruiex
- Pejabat berdasarkan upaian indikator, ffand.ard dan

target dalam Easiness Plan atau SAP
- Tenagatekflts berdasaflran penilaian kinerja sesuai Sisfem

Manajem"en Kinerja

2xElasiclndex

nI lJ--- t----i- lj nn -rvlir-riil t(crJi,' ur r\D .

a. O- I tahun
b. 2- 3 tahun
c. 4* 5 tahun
d. 6-10 tahun
e 11-I( tal.rrrn

f. 16*2A tahu*
g. 2L-25 tatrun
h. 26 - 30 tahun
i. 31 - 35 tahun
j. 36 * 40 ta.hun

o,5
1

1,5
2
3
4
5
6
7
8

8 Faktor Pengurang:
a. Cuti lain/Ijin
b. Sanksi

(Lama ijir : 25
hari kerja) X
poin

TOTAL SCORE INDIVIDU

tr,
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{31 Reu:ard, dapat diberikan kepada }<aryaw'an yang berprestasi;
(a) Tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan rumah iakit

atau pemerintah setemPat.
Pasal 28

SANKSI

(U Karyawan rumah sakit yang memangku jabatan berkinerja buruk/tidak
baik selama 2 {dua} tahun berturut-turut, dapat diberhentikan dari
iaLatannrrl
J4vsLBr^^rJ r^.

(2) Karyawan rumah sakit yang berkinerja buruk selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dipertimbangkan untuk diberhentikan sebagai karyawan
RS, sesuai dengan ketentual dan ketetapan yang trerlaku dilingkungan
rumah sakit.

(3) K,er'5lau.an yang tuges belajar $ecara otomatis tidak mendapa+- ineentif
selama tugas belajar.

{4} Karyawan yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap
diperhitungkan in sentithYa.

(S) Karyawan yang nrengambil cuti, tidak masuk kerja baik dengan din maka
beser.en insentif yans diterima akan'r dipotcng denge,n '+.,sklu cuti/tid.a.k
masuk kerja yang bersangkutan.

(6) Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin maka besaran insentif yang

diterima akan dipotong 10% dari total poin;

{7i Ka:yawan yang mengambil euti melahirkan, cuti diluar tanggunga* atau
mengambil pendidikan lebih d.ari 3 ttiga) bulan, secsra otcmatis tide-k

mendapatkan insentif selama uraktu cuti;

t8) Jika karyawan terbukti mencuri, insentif langsung maupnn insentif tidak
langsu.ng se.cara otomatis tidak akan menclapatkan insentif

tg) !{s-ryawat: ya$g memboca:"kan rahasia r-umali sakit kepada pihak luar,
ins*ntif dipoter:g sebeser 5O%.

(1O) KarJrarran yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan
berjudi di lingkungan rumah sakit, insentif dipotong 100o/o dan untuk
selanjut-nya- secara otr:matis tidak nka-n mendapatkan insentif.

{1i} Karyax'ar: y-ang berkelahi, insentif keduanya dipotong 50%.

i12, Karya.*,a* yang terb.*kti merok+k di lingku*gan rumeh sakit, insendf
langstrng dan tidak laagsung dipotong ?o.*/s.

{13} Karyawan yang terbukti selingkuh insentif lang*ung da-n tidak langsung
keduanya akan. dtp*tong 50%.

ii4) Jiks- karya*'an r'::mah sakit terl:ukti *relakukan tindakan yang

menimbulkan sank*i lebih dari 1 tirrde.kan eeperti yang tertera delam
aturan pasal ini maka perhitungan tot*l sanlcsi adaiah maksimail l80o/o

dari total insentif;
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KETE1TTUAN LAIN

(U Sistem remunerasi rumah sakit dapat dilakukan perubahan;
(2) Perubahan sistem remunerasi rumah sakit ini akan dilakrrkan melalui

mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghitungan
remunerasi dan dilakukan paling cepat setiap 6(enam) bulan sekali;

{3} Monitoring dan evaluasi atas sistem remunerasi rumah sakit iai dilakukan
oleh Tim monitoring dan evaluasi yang anggotanya terdiri dari seluruh
pejabat struktural dan fungsional dilingkungan RSUD KRT. Setjonegoro dan
perwakilan dari komite medis { dokter ), keperawatan dan staf administrasi
sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RSUD KIIT. Setjonegoro;

(4) Sistem ini dapat dirubah sesuai dengan perkembangan W
RSUD KRT.Setjonegoro, perkembangan perekonomian rer*rnil t*frrh,
dan rekomendasi aparat pengawasan fungsional;

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan rnehltri fapat khusus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati lni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
'lVonosobo.

_:

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal ?! Aguetua ,2012

BUPATI WONOSOBO,

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 38 A5uotua 2O12

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN woNosoBo,

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2Ol2 NOMOR rg


